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Abstract. Bureaucratic reform in Indonesia has encouraged the strengthening of civil service management
oriented toward performance through the policy of appointing Government Employees with Work Agreements
(PPPK) in order to improve the effectiveness of public organizations. This study aims to analyze the performance
of PPPK in supporting the implementation of tasks at the Environmental Agency of Jambi City by using
Mangkunegara’s performance theory as the analytical framework. This research employs a qualitative approach
with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and then analyzed
using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that the performance of
PPPK is generally in the good category and contributes positively to organizational effectiveness. This is reflected
in the aspects of work quality, work quantity, and responsibility as explained in Mangkunegara’s performance
theory. The alignment between job placement and competence, increased work motivation due to employment
Status certainty, and organizational support through training and coaching are the main factors supporting
performance optimization. However, there are still constraints, particularly the suboptimal understanding of main
duties and functions, thus requiring strengthened organizational communication and continuous capacity
development. This study confirms that competency-based management and systematic development of PPPK play
an important role in improving the effectiveness of task implementation in the public sector.

Keywords: Competency-Based Management; Environmental Agency; Performance; PPPK; Public Sector
Organizations.

Abstrak. Reformasi birokrasi di Indonesia mendorong penguatan manajemen aparatur sipil negara yang
berorientasi pada kinerja melalui kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
guna meningkatkan efektivitas organisasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PPPK dalam
mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan menggunakan teori kinerja
menurut Mangkunegara sebagai landasan analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan
teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPPK
secara umum berada dalam kategori baik dan memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas organisasi. Hal
ini tercermin dalam aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam teori
kinerja Mangkunegara. Kesesuaian penempatan dengan kompetensi, peningkatan motivasi kerja akibat kepastian
status kepegawaian, serta dukungan organisasi melalui pelatihan dan pembinaan menjadi faktor utama yang
mendukung optimalisasi kinerja. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya pemahaman
terhadap tugas pokok dan fungsi, sehingga diperlukan penguatan komunikasi organisasi dan pengembangan
kapasitas secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan PPPK yang berbasis kompetensi
dan pembinaan sistematis berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi di sektor
publik.

Kata kunci: Badan Lingkungan Hidup; Kinerja; Manajemen Berbasis Kompetensi; Organisasi Sektor Publik;
PPPK.

1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih
efisien, responsif, dan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Hamada &
Erlina, 2025). Salah satu fokus utamanya adalah pembenahan manajemen sumber daya
manusia aparatur melalui sistem kepegawaian berbasis kinerja (Qomarani 2020). Dalam

konteks ini, pemerintah menghadirkan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Naskah Masuk: 14 Maret 2026; Revisi: 26 Maret 2026; Diterima: 06 April 2026;
Terbit: 09 April 2026


https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i2.1630
https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen
mailto:nailaharrumtsabita29@gmail.com

Analisis Kinerja PPPK dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

(PPPK) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di sektor publik
(Ayusari, Sudrajat, and Hartini 2019). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penataan
pegawai non-ASN guna menciptakan birokrasi yang lebih akuntabel dan efektif.

PPPK memiliki karakteristik berbeda dengan PNS, terutama dalam status kepegawaian
yang bersifat kontraktual serta keterbatasan jaminan kesejahteraan jangka panjang, meskipun
tetap dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal (Zahra, Akilah A, and Humaira 2024).
Di tingkat daerah, keberadaan PPPK menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam
mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Jambi mencatat bahwa Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Jambi memiliki 93 PPPK, yang mencerminkan tingginya kebutuhan tenaga
kerja dalam mendukung fungsi teknis dan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

Namun demikian, implementasi kebijakan PPPK masih dihadapkan pada berbagai
tantangan, seperti permasalahan administratif dalam proses rekrutmen, ketidaksesuaian data,
serta potensi penurunan kualitas sumber daya manusia apabila proses seleksi tidak berjalan
optimal (Ulya and Prabowo 2025). Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa
implementasi PPPK di Indonesia memiliki dampak yang beragam, dipengaruhi oleh kesiapan
kelembagaan, adaptasi birokrasi, dan kapasitas fiskal daerah. Implementasi di Kabupaten
Bandung menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap kondisi birokrasi lokal
(Hanamunika, Sari, and Dai 2021), sementara di BBKSDA NTT efektivitasnya dipengaruhi
oleh pembagian kerja yang proporsional dan kemampuan adaptasi pegawai (Mooy et al. 2025).
Di sisi lain, kebijakan ini juga belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan tenaga
honorer di beberapa daerah (Ardila, Rosadi, and Madjid 2025), serta masih menghadapi
kendala dalam pengembangan kompetensi (Samsara 2023), hambatan administratif (Zendrato
et al. 2024), kesenjangan informasi, dan beban fiskal daerah (Taufik 2025). Permasalahan
yuridis (Anggraeni and Thohari 2025) dan lemahnya pengawasan juga menjadi catatan penting
dalam implementasi kebijakan ini (Qomarani 2020).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran yang luas, sebagian
besar masih berfokus pada aspek kebijakan dan kelembagaan, serta belum secara spesifik
mengkaji kinerja PPPK dalam konteks instansi teknis pelayanan publik. Padahal, instansi
seperti Dinas Lingkungan Hidup memiliki karakteristik pekerjaan lapangan yang kompleks dan
menuntut kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kinerja
PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PPPK

dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan
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menggunakan perspektif teori kinerja Mangkunegara. Kebaruan penelitian ini terletak pada
fokus analisis yang menempatkan kinerja PPPK sebagai variabel utama dalam konteks instansi
teknis daerah, sehingga tidak hanya menilai kebijakan dari sisi implementasi, tetapi juga dari
kontribusinya terhadap kualitas, kuantitas, dan tanggung jawab kerja pegawai. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan manajemen kepegawaian

daerah serta peningkatan efektivitas organisasi sektor publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana individu atau kelompok mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian dari perannya dalam suatu
organisasi. Kinerja tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang dicapai, tetapi juga mencerminkan
proses kerja, upaya, serta perilaku yang ditunjukkan selama pelaksanaan tugas. Dalam konteks
organisasi, kinerja menjadi indikator penting untuk menilai kontribusi sumber daya manusia
terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, yang tidak
terlepas dari situasi dan dinamika lingkungan kerja.

Menurut Mangkunegara (2005), kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang
baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan. Kinerja tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga mencakup proses
kerja, kedisiplinan, efektivitas, serta komitmen individu dalam menjalankan pekerjaannya.
Dengan demikian, kinerja mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap pencapaian tujuan
organisasi, sehingga penilaiannya perlu mempertimbangkan tidak hanya hasil, tetapi juga cara
kerja dan sikap yang ditunjukkan selama pelaksanaan tugas (Mangkunegara 2005).

Mangkunegara (2005) mengemukakan beberapa indikator dalam mengukur kinerja
pegawai, antara lain kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian,
dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan difokuskan pada empat
aspek utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab.
Pemilihan indikator tersebut disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan PPPK di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Jambi yang menuntut pencapaian target kerja, mutu hasil pekerjaan,
ketepatan penyelesaian tugas, serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai aparatur
pemerintah

Dalam pendekatan kualitatif, keempat indikator tersebut tidak diukur secara numerik,
melainkan dianalisis secara deskriptif berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pemahaman
informan. Kualitas kerja dipahami sebagai kemampuan PPPK dalam menghasilkan pekerjaan

yang sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Kuantitas kerja dilihat dari kemampuan
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menyelesaikan volume pekerjaan sesuai beban tugas yang diberikan. Ketepatan waktu
menggambarkan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, sedangkan
tanggung jawab mencerminkan komitmen, kepatuhan terhadap aturan, serta kesungguhan
dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian, penggunaan indikator kinerja menurut Mangkunegara dalam
penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam
memahami kinerja PPPK secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
menggambarkan secara utuh bagaimana kinerja PPPK dalam mendukung pelaksanaan tugas di
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan pengalaman dan realitas yang terjadi di

lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
memahami secara mendalam fenomena kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, persepsi,
serta pengalaman informan terkait kinerja PPPK dalam konteks kerja nyata di lingkungan
organisasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu
pejabat internal, pegawai PPPK serta pihak-pihak terkait yang memahami pelaksanaan tugas
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen
resmi, laporan instansi, serta peraturan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai kinerja PPPK.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang
dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, and Saldana 2014). Reduksi data
dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan
dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif
sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap akhir
adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian

berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik
triangulasi sumber maupun triangulasi teknik, sehingga data yang diperoleh dapat diuji
kebenaran dan konsistensinya. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai kinerja PPPK dalam

mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi dalam
rentang waktu kurang lebih tiga bulan. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap
melalui wawancara mendalam dengan pejabat internal DLH Kota Jambi, khususnya pihak yang
memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pelaksanaan tugas Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, data juga didukung oleh dokumentasi
berupa laporan dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan model interaktif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai
kinerja PPPK.

Salah satu aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kualitas kerja. Secara
konseptual, kualitas kerja merupakan dimensi penting dalam kinerja yang mencerminkan
tingkat kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar, prosedur operasional, serta tujuan
organisasi. Kualitas kerja tidak hanya dilihat dari terselesaikannya tugas, tetapi juga dari mutu
hasil pekerjaan, seperti ketepatan, ketelitian, dan minimnya kesalahan dalam pelaksanaan
tugas. Dalam konteks organisasi publik, kualitas kerja juga menunjukkan sejauh mana aparatur
mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan
kepada masyarakat (Fatriani 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas kerja PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Jambi secara umum berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
Kesesuaian antara kompetensi dengan penempatan kerja menjadi salah satu faktor utama yang
mendukung tercapainya kualitas kerja yang optimal. Selain itu, pemahaman terhadap tugas
pokok dan fungsi serta adanya pembinaan dari organisasi turut berkontribusi dalam
meningkatkan mutu pekerjaan yang dihasilkan.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pejabat internal DLH yang
menyatakan bahwa sebagian besar PPPK telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan

menunjukkan tingkat ketelitian serta tanggung jawab yang cukup tinggi dalam menyelesaikan
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pekerjaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait pemahaman
tugas secara menyeluruh pada sebagian pegawai, yang berpotensi memengaruhi konsistensi
kualitas hasil kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk peningkatan
kapasitas, pembinaan, serta penguatan sistem evaluasi kinerja guna menjaga dan meningkatkan
kualitas kerja PPPK secara optimal.

Aspek berikutnya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kuantitas kerja. Kuantitas
kerja merupakan indikator kinerja yang berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang mampu
diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target yang telah
ditetapkan organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat produktivitas pegawai dalam
melaksanakan tugasnya, baik dalam bentuk penyelesaian dokumen, laporan, maupun kegiatan
operasional lainnya. Dalam konteks organisasi publik, kuantitas kerja menjadi penting karena
berhubungan langsung dengan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, kuantitas kerja PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Jambi menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh instansi. PPPK dinilai
mampu memenuhi beban kerja yang diberikan, terutama dalam kegiatan operasional dan
administrasi yang menjadi bagian dari tugas rutin organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberadaan PPPK memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas di lingkungan DLH Kota Jambi.

Hasil wawancara dengan pejabat internal DLH juga menunjukkan bahwa PPPK memiliki
tingkat produktivitas yang stabil. Kejelasan status kepegawaian sebagai PPPK menjadi salah
satu faktor yang mendorong peningkatan motivasi kerja, sehingga pegawai lebih fokus dalam
menyelesaikan tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, pembagian kerja
yang jelas turut membantu pegawai dalam melaksanakan tugas secara lebih terarah dan efisien.

Aspek selanjutnya yang dianalisis adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan
indikator kinerja yang berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Indikator ini mencerminkan tingkat
kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan manajemen waktu pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks organisasi publik, ketepatan waktu menjadi faktor
penting karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program dan efektivitas
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan waktu PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota

Jambi menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai dalam
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menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan oleh instansi.
PPPK dinilai mampu mengatur waktu kerja secara efektif, baik dalam penyelesaian tugas
administrasi maupun kegiatan operasional di lapangan.

Hasil wawancara dengan pejabat internal DLH juga menunjukkan bahwa sebagian besar
PPPK memiliki tingkat kedisiplinan yang baik dalam memenuhi tenggat waktu pekerjaan. Hal
ini tidak terlepas dari adanya kejelasan tugas serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
masing-masing pegawai. Selain itu, adanya pengawasan dan koordinasi yang berjalan dengan
baik turut mendukung terciptanya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan
demikian, ketepatan waktu PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dikatakan
telah berjalan secara optimal dan berkontribusi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas organisasi.

Aspek terakhir yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tanggung jawab. Tanggung
jawab merupakan indikator kinerja yang mencerminkan kesadaran dan komitmen pegawai
dalam melaksanakan tugas serta kewajiban yang diberikan kepadanya. Indikator ini tidak
hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mencakup sikap profesional,
kepatuhan terhadap aturan, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang
telah dilakukan. Dalam konteks organisasi publik, tanggung jawab menjadi elemen penting
karena berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan fungsi
pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Jambi menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kesungguhan pegawai dalam
menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. PPPK dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan dengan penuh komitmen serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang
berlaku di lingkungan instansi.

Hasil wawancara dengan pejabat internal DLH juga menunjukkan bahwa PPPK memiliki
tingkat tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang diemban. Pegawai tidak hanya
menyelesaikan tugas yang diberikan, tetapi juga berupaya menjaga kualitas hasil kerja serta
menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini mencerminkan
adanya kesadaran yang baik terhadap peran sebagai aparatur pemerintah yang memiliki
kewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, aspek tanggung
jawab PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dikatakan telah berjalan dengan
baik dan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung optimalisasi kinerja pegawai

dalam pelaksanaan tugas organisasi.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi secara umum berada
dalam kategori baik. Hal ini tercermin dari empat indikator utama yang digunakan, yaitu
kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. PPPK mampu
melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan, menyelesaikan pekerjaan
berdasarkan target yang diberikan, serta menunjukkan kedisiplinan dalam memenuhi waktu
kerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Keberadaan PPPK juga memberikan kontribusi positif dalam mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas organisasi. Kesesuaian antara kompetensi dengan penempatan kerja serta
kejelasan status kepegawaian menjadi faktor yang mendorong peningkatan motivasi dan
produktivitas kerja. Dengan demikian, kebijakan pengangkatan PPPK dapat dikatakan
berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui
penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan kebutuhan
pekerjaan, sehingga kompetensi pegawai dapat terus berkembang secara optimal. Selain itu,
penempatan pegawai hendaknya tetap mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi
dengan bidang tugas agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

D1 sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai
kinerja PPPK dengan menggunakan pendekatan, variabel, atau lokasi penelitian yang berbeda,
sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif terkait implementasi

kebijakan PPPK dalam sektor publik.
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